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TENTANG
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GUSERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN: GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR '78 rauuy 2009

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI

Menimbang

Mengingat

PROVINST JAWA TENGAH

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang
menjadikorban bencana alam, bencana non alam dan
bencana: sosial yang mengakibatkan korban massal dan
wabah: . peﬁyaklt Pemerintah Provinsi Jawa- Tengah perlu
memberikan bantuan yang sesuali dengan kemampuan.
keua ngan Daerah Prowna Jawa Tengah;

. bahwa dengan teiah diundangkannya Peraturan Daerah’

Provinsi . Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009, maka
Peraturan- Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2008
Tentang. PEtUﬂ]Uk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat
Bencana di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dan
perlu dt tm]au kembah :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sn,baga[mana d1maksud

huruf @ danharuf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat
Bencana Dl ~Prownsr Jawa Tengah. |

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembéntukan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit: Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun : 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3273);
; Undang;Undang Nomor 23 Tahun 1992 tenLang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

éggs)Tambahaﬂ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



R e e s ML

. ' pembentukan: Perturan Perundang-undangan (LCMDaga

10.

3

Negara . Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan: kembaran Negara Republix Indonesia Nomor
4389);

._;-lfindangf-l;!ﬁdaﬁg Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Repubhkiﬂr‘jﬂonesiﬁ Nomor 4437) sebagaimana telan

beberapa kali-diubah teraknir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tanur 2008 Nomor
59 Tambahan Lembarah Negara Republik Indenesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggul_amgéiﬁ -'Bencdna (Lembaran Negara Republik
Indonesia; Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara.Republik Indonesia Nemor 4723);

.ﬂndaﬁg-u'hda'h:éj_ “'Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingungan
dan Pengelalaan’ "Lingkungan lidup (Lembaran Negard
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

. Peraturan Pemerintah Nomeor 21 Tahun 2008 tentang

Penyeleriggaraan Penangqulangan Bencana (Lembaran
Negara “Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor

Peraturan - Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Re€publik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peratuirdn‘Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non

- Pemerintah » Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran

12

13.

Negara. .Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41,

Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4830);

Keputusan: Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan 'Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsl Jawa
Tengah - (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tazhun



2008 Noror -5;Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi. Jawa iTengah Nomor 11);

14’ {Peraturan i Daerah Provinsi Jawa Tengah Nemor 6 Tahun
2008 lentang: Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi ‘Jawa’ Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan
Lembaran Dagrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);

150 Peraturan ‘Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspeklorat, Badan
Perencanaan’ Pembangunan Daerah dan Lembega Teknis
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3,
Tambahan: Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
13);

16, Peraturan..Daerah Provins| Jawa Tengah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah dap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
(LembaranDaerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4,
Tambahan Lembaran ‘Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
14);

17. Peraturan -Dgerah” Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong" Prdja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Tahuni 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 10 Tahun
2008 - tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Daerah _Provi\p'_s_p‘*: __\]rj;.]wa'_lTengah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
16); | |

- 19. Peraturan..Dagrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009 Nomor 11)

20. PeraI;urlanr'-:'iﬁel'pé]gi___ﬁgdgn Nasional Penanggulangan Bencana
Nomar,B-Tﬂnyq, 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian
dan Besargn Bantuan Santunan Duka Cita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  : PERATURAN “GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA

r

PEMBERIAN:"BANTUAN AKIBAT BENCANA DI PROVINS] JAWA
TENGAH,



A BAB 1
“KETENTUAN UMUM

; Pasal 1

Dalam Peraturan Gu br-"rnur ini yang dnmaksud dengan

~J

NS W

. Daerah adaiah Prnwn_,; Jawa Tengah :
. Pemerintah Daerah adal ah: ‘Gubernur_ dan Perangkat Daerah sebagal unsu

penyelenggara. Pemer:ntahan Daerah, i

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah

Kabupaten/Kota adalah Kabupalen/Kota se Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kola se Jawa Tengah,
Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se Jawa Tengah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengarn
BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan peraturan
perundang-undargdn o

Badan Penanggulangan Bencana: Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah
Badan Penangqulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

menggangqu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam -dan/atau faktor .-nonalam maupun faktor manusia sehingga

. mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak psikologs.

10.Bencana alam .adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaiun

1§
.
13.

14,

15.

16.

peristiwa yang disebabkan Dleh alam antara lain berupa gempa burmi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekcnngan, angin topan dan tanah longsor,

Bencana nonalam adalah .bencana yang. diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa - nonalam :yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemil dan wabah penyakit.

Bencana sosml adalah bencana. yang diakibatkan oleh periastiwa atau serangkaian
peristiwa yang djakibatkan eleh manusia yang meliputi meliputi konflik sosial anlar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Penyelenggaraan . penanggulangan - bencana adalah serangkaian upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko limbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Bantuan darurat bencana adalah  upaya -memberikan bantuan untuk -memenuhi
kebutuhan dasar pada saat keadaan daryrat.

Tanggap darurat bencana .adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian.-bencana untuk menangani dampak buruk yang
ditimbulkan, yang. meliputi. keguatan penyelamalan dan. evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan. kebutuhan  dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan, serta pemuhhan prasarana dan sarana.

Korban bencana. adalah orang. atau kelompok orang yang menderita atau
meninggal dunia. aklbat bencar;d

. Kejadian Luar Biasa yang. . qelah]utnya di sebut KLB adalah timbulnya atau

meningkatnya ke}adjan kesakltan dan/atau. kematian yang bermakna secara
epidemiologi pada . suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan
keadaan yang dapat men;uru; pada. terjadinya wabah.



(8. Wabah adalah Kejadian. suatu penyakit menular dalam W’.aﬁt’;araﬁa.ﬁ Y?fﬁgf“gﬂ
penderitaannvaimeﬁiﬁgkat 5&;&%}(.&;[1?'3’@ me’_‘.ebi‘hs dalﬂpaua kealﬂ_udn sang lazl
pada waktu dan daerah "terteﬁijm{isgﬁta dapat;memmbuh{em malapetaka, .

19, Wilayah bencaha adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bl.enﬂ(af‘i;! o el

20, Pengungsi adalah-erang atau. kelofpok orang yang terpaxsa atau ipaisa iil ;[
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasl seaagsl axiaol
dampak buruk bencana. : | S T W

21, Kelompok rentér‘ifaﬂa{ah bayl, anak usia dibawah hmar tahun, anak-anak, tbu hamil
atau HWEH‘,"USU.i,': penyapdangcacatdan orang ianjut USEQ. ) ST TN Ty

29 Satijan Kerja-;ﬁfeﬁ?aﬂgﬁﬂﬁ D?‘,ﬁﬁh??ﬁ”g selanjulnya dt_sgzbut .::K_PFJ c:dquﬂb ..‘JHE‘..'U-:H.
Kerja Perangkat Daerah Provinsi'Jawa Tengah terdiri dari Sckretariat Daerah,
Sekretariat DPRD; Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Dar:rah_,
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit

Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah serta Lembaga Lain Daerah.

. ‘BAB Il
-PEMBERTAN BANTUAN

Pasal 2.,

Untuk meringankan beban korban bencana dan untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah
bencana, Pemerintah Daerah memberikan bantuan darurat bencana kepada :

a. Masyarakat yang terkena bencana; = -

b.  Pemerintah Kabupaten/Keta. atau Instansi yang menangani bencana.

Pasal 3

(1) Masyarakat yang menjadi kerban bencana-sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, yang mendapatkan: bantuan adalah :
a. Ahli waris korban meninggal dunia;
b. Korban luka berat yang dirawat di Rumah Sakit;
c. Pemilik dan/atau penyewa rumah vang robeh atau musnah atau  terbakar
habis atau rusak berat; =~ = = |
d. Pemilik dan/atau penyewa tempat usaha/los/kios yang roboh atal musnah
atau terbakar habis; .
e. Panitia -Pembangunantempat ibadah vang rusak berat atau roboh atau
musnah;
Petani yang mengalami.gagal panen; -
Korban wabah.penyakit;. "
Kekurangan air bersih; -
Pengungsi akibat bencana, bencana kelaparan : -
Kejadian luar biasa;
Kerban Bencana di Provinsi Lain.

el v

(2) Kejadian sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah dalam
kejadian bencana, “yakni » (satu) kejadian bencana di 1 (satu) wilayah
Kabupaten/Kota dalam ' waktu bersamaan sekurang-kurangnya 5 arang
meninggal dan/atau luka berat,



(3)

(4)

(5)

(6)

IHI::'E-:'

Kejadian sebagarmara d:maksu;:i pada ayat (1) huruf c dan huruf .d 'dtf'al_ah
kejadian bencana, yakm il (satu) kejadian bencana di 1 (s atu) lokasl U;,t'LF“HLLI
mengaktbatkam pal,‘rig aed!mt S Ulrnd) :umah!tempcu usaha/kios roboh atau
rusak berat atau EJE:l%k layak hu u

Kejadian sebaga|mana d:maksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huref h dan
huruf j, berdasﬁrkan keterangamdarl S;{PD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan
bidang tugasnya | 5” st b

Kejadian Luar B1asa sebagasmana dnnaksud pada ayat (1) huruf i, didasarkan
pada laporan Bupau/WaHknta :

Korban bencana di Provinsi Lam qemga]mana dimaksud pada ayat (1) huruf k
berdasarkan kebijakan Guber_nur o

Pasai q

-

Bantuan sebaga1mana dtmaksud pada Pasai 2 ‘huruf b, penggunaannya darawkaﬂ

untuk - : |-:-;

a,
D.

'_ILr .

Pemulihan sementara (darurut) sarana prasarana vital yang rusak akibat bencana,
Penangqulangan daryrat kerusakan [mgkungan akibat bencana.

BAB Iil
BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan qebagaimana d:maksud da!am Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

a.
b.

Korban mEnggal dunla Rp,4 DDD DDD (I:mpat juta rupinh) / orang,

Korban luka berat dan perlu dlrawat di Rumah Sakit Rp.3.000.000,- (Tiga juta
rupiah) / orang;

Pemilik atau penyewa Rumah yang roboh atau mushah atau terbahar habis
Rp.5.000.000,- (LJma juta rumah) per ruma}

Pemilik atau penyewa rumah w,fang rusak berat, dalarm arti tidak layak dihuni
Rp.4.000.000,-; (Empat juta rup:ah) per. rumah;

Tempat ibadah ruboh atau musnah Rp 10. DDD 000,- (Sepuluh juta rupiah);

Tempat ibadah yang rusak berat daldm artJ tidak layak digunakan Rp.5.000.000,-
(Lima juta rupiah);

KI

Untuk pembangunan sarand prasarana yang bersifat darural diberikan bantuan
paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Darurat yang diajukan oleh Kabupaten/KDta vang pelaksanaan pembangunannya
oleh habupateanbta setcmpat -

Akibat kekermga‘h untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan
indeks 1 (satu) Tangki Airi'térfidsuk blaya operasional sebesar Rp.150.000,-

(Seratus lima :puluh ribu rupiah) per Desa/Kelurahan dikalikan kebutuhan tiap
Desa/Kelurahan yang perlu d:bantu,

I .'!



3

Bantuan beras diberikan ;'

1) Apabila ter;ad: 'rg.e'ﬁgLjf{::f;fér;é_nﬂ?felaparani-:iyang oleh penyelenggara dapur umum
diperguﬁa}_{a;rjilggﬂt,uk..}qerjsf'un,}si penduduk yang bergotong-royong maupun
yang tidak dapat bekerjaji i, i S

2) Untuk pengungsukelaparan . sebagaimana  dimaksud pada angka 1)
dialokasjkaﬁ"_baling banyak.5.(lima) toh dan selanjutnya diatur sesuai hasil
evaluasi’kebutuhan dilapangan oleh SKPD yang menangani bencana;

3) Untuk péh’,@jpdgk:@ang_ tér:’_éojiﬁ-dan tidak dapat terjangkau oleh angkutan darat
dialokasikar’paling ba{i}{a}_«_:_;fﬁll__sl__(ﬂma belas) ton, |

Korban bencana di Provinsi Lain &' i |

Kepada Pemerintah Provinsi. diluar Provinsl Jawa Tengah yang terjadi bencana

diberikan bantuan sesuai dengan kebijakan Gubernur,

.-, TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Tata cara/prosedur. peryampaian ba'ﬁ't'i.r:ah 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berikut .; 351 i

d.

Bupati/Walikota menyampaiksan l'a';:':'dr'ﬁﬁ kejadian bencana diwilayahnya kepada
Gubernur, dengan dilengkapi data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan
termasuk pernyataan darurat bencana ;

Laporan sebagairmana: dimaﬁk's'u'{:i" huruf a, 'tembusannya disampaikan kepada
Kepala Pelaksana Harian BPBD;: - |

Kepala Pelaksana Harian BPBD. atay pejabat yang ditunjulk untuk bersama Instarnsi -
terkait menetaah:ﬁam:_:mene_lit_f:zkapﬁram dimaksud dan bila layak digjukan kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tingkat
permasalahannya untuk mendapat keputusan;

Bantuan disampalk#n' melalui éﬁﬁ;jﬁfwmikota dan/atau Instansi Kepolisian
dan/atau Tentara Nasional Indoneésia ((TNI) setempat dan/ atau secara langsung

kepada korban bencana;

Bupali /Walikota dan. .atau -aparat keamanan setempal menyampaikan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) atas bantuan tersebut kepada Gubernur melalui
Kepala Biro Keuahgan Sek‘rétar‘lat Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-
lambatnya tanggal 10 (sepuliih) bulan berikutnya dalam rangkap 3 (tiga) dengan
tembusan kebaé;ié Kepala ‘Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah. B b

. pasal 7

BPBD dan/atau Badan Kmordina'si'Wilaya_h Provingl Jawa Tengah mengkoordinasikan
penyampaian bantlan beserta Instansi terkait,
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Semua biaya yaﬂg_:‘J:i‘mbuﬁ';isebﬁ'fgjjggkibat digétapkannya Peraturan Gubernur ini,
dibebankan kepadai', ; L ':-i:f‘j{,.j;?: d, iy
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah :

Sumber danq,f__{?i:ﬁ &ap‘g:éa_h_.g*;j?agjftfﬂék mengkat.

RS Ve
KETENTUAN PENUTUP
Tpasal 9

Hal hal yang belum diatur dalam Pératfi'?é:h;'Gubdrnur ini, sepanjang mengenal teknis
Pelaksanaannya diatur oleh BP8D,

Pasal 10
Pada saat Peraturan Gubernur ini mula:{Eeriaku, maka Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 122 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Akibat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008:Nombor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Gubernur ini mulai berlaj(u Pada tanggal diundangkan.

2oy
=

Agar setiap oranc_:j m’engetah_ﬁiﬁya}:fi ﬁ;ﬂtﬁiérintahkan' pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatanny_a‘ qalarphs'.erita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Diundangkan di Semarang
Pada tangg

amsantoy 2009

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 18
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